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BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembetukan
Kabupaten Maluku Barat Daya Di Propinsi Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1206,
Tambahan Lembaran Negara 4438);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintap
idang ’

y Nepara epublik
Negara

Wndang Indonesia Tahun 2014 Nomgr

Daerah (lLembarat
244, Tambahan
5587), sebagatmana

Undang Nomor 9 Tahun |
25 Tabhun

Undang-Undang Nomor 2. -

- s (rir: Y lr
yacrah (Lembaran Negara Repub . '
!'»}.;“ .l]"'nm‘lmlum Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679

Pemerintah Nomol

la’('plll)“l{ Indonesia Nomor

|embaran
terakhir dengan Undang.

telah  diubah
2015 tentang Perubahan kedua atgy

2014 tentang Pemerintahan
Indonesia Tahun 2015 Nomor

109  Tahun 2000  tentang
mn Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah
Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomgr
Nepara  Republik Indonesia Nomop

Peraturan
Kedudukan Keuangs
(Lembaran  Nepara
210 Tambahan  Lembaran

1028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Umum sebagaimana  telah diubah

Keuangan Badan  Layanan

dengan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74
Tahun 2012 tentang Pertubuhan Peraturan Pemerintah Nomo 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana
ara Republik Indonesia Tahun 2005
2¢publik Indonesia

Peraturan
Perimbangan (Lembaran Neg
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara I
Tahun 2005 Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan  Pemerintah  Dacrah Kepada  Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daecrah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomr 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah  (Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

b PN ’ 1 .
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
. D . Qs .
dan lcm',«'W"”'_'” Penyelenggaran Pemerintah Dearah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 604 1 );
’
deu . H
L‘,mlur.m Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
P(-u.lnli;'zm dan  Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewst
crwakile akyat Daer: it
. 1 jl.m Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indones!?
ahun 2017 Nomor 106);
olaan

Peraturs R
eraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengel
ahun
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17. Peraturan Menenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Dacrah Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

19. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 52 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita
negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 8 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :
Vienetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MALUKU BARAT DAYA TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Pasal 2

APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan
sebesar Rp1.051.409.619.329 yang bersumber dari:
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b.

(1).

(3).

(4).

(1).

2).
(3).

(4).

(7).

(8).

Pendapatan Ash Dacrah;
Pendapatan transler; [
Lain - lain Pendapatan Dacrah yvang sab;

Pasal 4

Pendapatan Asli Dacrah sebagaimana (lilm.'nk.:}:ﬂ pada P:l.‘;ill.j}.
huruf a direncanakan sebesar Rp178.5646.319.577 OO0 vang terdirg
atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerahy; Li

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Lain - lain Pendapatan Asli Dacrah yang sah;

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp69.044.861.958,00

Retribusi dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan schesar Rp10.993.214.920,00

Hasil pengelolaan  kekayaan daerah  yang (Ii. pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp10.475.000.000,00

Lain-lain  pendapatan asli  dacrah  yang sah  sebesar

Rp87.433.242.699,00

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
huruf a direncanakan sebesar Rp54.644.861.958,00 yang terdiri
atas :

Pajak Hotel;

Pajak Restoran,;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2).

RN - W e I~

Pajak hotel Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp2.896.000.000.00

Pajak restoran Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp9.056.000.000,00

Pajak hiburan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp51 3.824.000,00

I’::\jak reklame Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp3. 160.750.000,00 )

Pajak penerangan jalan Sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp4.152.003.500,00

Pajak mineral bukan logam dan batuan Seb :

pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp44.648.377.126,00

ga{fk ‘bumi dan  bangunan perdesaan dan perkotaan
ebagaimana dimaksud pada avat 1 : .anakan
sebesar Rp5.217.007 332 yat (1) huruf g direnc

agaimana dimalksud
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(1).

(2).

(3).

(4).

(6).

(1).

(3).

(4).

Pasal 6

Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat
(1) huruf b direncanakan schesar Rp896.6000.000 terdiri atas -

a. Pajak Hotel Rp1.448.000.000.00
b. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya Rpl1.448.000.000.00
Anggaran pajak restoran scbagaimana dimaksud dalam pasal 5

avat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.056.000.000,00 terdiri
atas

a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp9.056.000.000,00

Anggaran pajak Hiburan scbagaimana dimaksud dalam pasal 5

ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp513.824.000,00 terdiri

alas :

a.  Pajak Permainan Biliar dan Bowling Rp513.824.000,00

Anggaran pajak reklame scbagaimana dimaksud dalam pasal 5

avat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.660.750.000,00 terdiri

atas :

a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron
Rp3.160.750.000,00

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5  ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp4.152.003.500,00 terdiri atas :

a. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri
Rp4.152.003.500,00

Anggaran pajak Mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp44.648.377.126,00

terdiri atas :

a. Pajak Mineral bukan logam dan Batuan Lainnya
Rp44.648.377.126,00

Pasal 7

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
huruf b direncanakan sebesar Rp10.993.214.920,00 yvang terdiri

atas :

a. Retribusi jasa umum;

b. Retribusi jasa usaha;

c. Retribusi jasa perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp3.760.548.000,00

Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp5.068.666.920,00

Retribusi jasa perizinan terteniu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan schesar Rp2.164.000.000,00
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(1).

(1).

(2).

(3).

(4).

(5).

(6).

(7).

(8).

Pasal 8

Anggaran Hasil pengelolaan kelayaan dacrah V‘l'\fllf!i misahkan

-’('|!):’|;"’|im'!l\:l dimaksud  dalam p:m:nll-l him'ul ¢ direncanakan

sebesar R 75 ang terdir atas ¢

sehesar R »10.475.000,000,00 yang S ;

ut Nli-:,vi'\n:\ Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daeraly

. (l)i\:i(h‘ll) atas Penyertaan Modal pada BUMD  (Lembagy
Keuangan) sebesar I\’p‘l.485.()()0.()()(),()()

b, Bagian Laba yang dibagikan kepada ])(:ln('.l‘inl:ll':l Daerah
. (l)i\;i(lvn) :ll:lH.|'(?Hyltl'|;lil|] Modal pada BUMD (Bidang Air
Minum) sebesar RpS.‘)‘l().()()().()()(),()()

Pasal 9

Angparan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 huruf d direncanakan  sebesar
Rp78.863.987.458,00 yang terdiri atas !

a.  Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
b. Jasa Giro;
c. Pendapatan Bunga;

d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
e¢. Pendapatan  Denda atas Keterlambatan  Pelaksanaan

Pekerjaan;
f.  Pendapatan Denda Retribusi Daerah;

-
a2

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);

Hasil Penjualan BMD  yang  Tidak Dipisahkan sebagaimana
dimaksud  pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar
Rp7.069.255.241,00

Jasa  Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan schesar Rp10.484.252 .1 93,00

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp22.339.178.682,00
l’cncrnTman m‘us lantutan  gantj rugi  keuangan daerah
scbagaimana  dimaksud p

ada ayat (1 irencanakan
schesar Rp17.156.126.801,00 ¥= B i dienoane

Y P - . z

L((‘.lml.up’atan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaal
Schaps ans I € ‘

‘ )1;,nm:1nq dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
schesar Rp 4.462.092.703,00 ‘

Pendapatan dend

a retribusi seh
huruf { dire

ncanakan sebesar R
Pendapatan D
pada |

agaimana dimaksud pada ayal ()
P100.000.000,00
ana Kapitasi

e F‘Y‘nir]'ll lesph- nal ’ . 1<N)
asilitas Kesehat an Keschatan Nasional (J

dimaksud pada av: an Tingkat Pertama (FKTP) scbagaimanﬂ
l\'p ] :_) 8’)2 3 d.‘/dt (]) hul‘u“ l‘ - ' 1. Q.(_bcgﬂr
2.622.337.079,00 £ direncanakan ¢
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(1).

2).

(3).

(1).

(2).

(1.

(2).

(1).

(1).

(2).

(3).

Pasal 10

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf
b direncanakan schesar Rp871 .803.299.752,00 yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;

b. Pendapatan transfer antar daerah;

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana diatur pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp848.204.719.000,00

Pendapatan transfer antar daerah schagaimana diatur pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.658.580.752,00

Pasal 1]

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00
vang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah:

Pendapatan hibah sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00

Pasal 12

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal
11 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 yang
terdiri atas :

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
Pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Fp1.000.000.000,00

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan
sebesar Rp1.328.364.976.412,00 yang terdiri atas :

a. Belanja Operasional:

b. Belanja Modal;

c. Belanja tidak terduga;

Belanja transfer;

Q. .

Pasal 14

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp641.523.195.679,00
yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai,

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja hibah; dan

d. Belanja bunga

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl &
diencanakan sebesar Rp286.849.505.904,00

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Kp319.071.047.721,00
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(4).

(D).

(1).

3).

(4).

(5).

(6).

Belanja hibah  sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf ¢
: r Rp21.954.325.272,00
ina dimaksud pada ayal (1) huruf ¢
3.648.316.772,00

direncanakan sebesar R
Belanya bunga sebagaims
direncanakan sebesar Rpl

Pasal 15

. dimaksud dalam pasal 13

Anggaran belanja modal scbhagaiman:
: 337.189,00 yang terdiri

huruf b direncanakan sebesar Rp480.422.
atas :

a.  Belanja modal tanah

b. Belanja modal peralatan dan mesin

¢. Belanja modal bangunan dan gedung _
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigast;

¢.  Belanja modal aset tetap lainnya; dan

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pad

a direncanakan sebesar Rp508.500.000,00
an mesin sebagaimana dimaksud pada

hesar Rp64.539.047.863,00

a ayat (1) huruf

Belanja modal peralatan d
ayat (1) huruf b direncanakan s¢
Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.282.916.761,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp311.669.317.305,00 ‘

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
avat (1) hurufl e direncanakan sebesar Rp5.422.555.260,00

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp32.376.590.268,00

(1).

2).

Pasal 17

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
huruf d direncanakan sebesar Rp174.042.853.276,00 yang terdiri
alas :

a. Belanja Bantuan Keuangan.
Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1

huruf a direncanakan sebesar Rp174.042.853.276.00

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan
sebesar Rp284.250.000,00 yang terdiri atas -

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaraan pembiayaan,
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(1).

(1).

(1).

Pasal 19

Anpgpatan pencrimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf a di rencanakan sebesar Rp284.250.000,00 yang
terdin atas :

a. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan bukan Bank

(LKBB)-BUMN- Jangka Menengah

Pinjaman Dacrah dari Lembaga Keuangan bukan Bank (LKBB)-
BUMN- Jangka Menengah (1) hurul a direncanakan sebesar
Rp284.250.000,00

Pasal 20

Anggaran pengeluaraan pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam  Pasal 18 huruf b di rencanakan  sebesar

Rp7.294.642.917,00 yang terdiri atas :

a. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga bukan Bank (LKBB)-
BUMN- Jangka Menengah.

Pasal 21

Sclisih antara anggaran pendapatan dacrah dengan anggaran
belanja  dacrah  mengakibatkan terjadinya surplus  /  (delisit)
sebhesar (Rp276.955.357.083,00)
Pembiayaan  Netto  yvang  merupakan  sehisih Penerimaan
Pembiyaan  terhadap  pengeluaran  pembiavaan  direncanakan
sebesar Rp2760.955.357.083,00

Pasal 22

Uraian  lebih  lanjut  anggaran  pendapatan  dan  Belanja  Dacrah
scbhagaiamana dimakskud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian tudak terpisahkan dart Peraturan Daerah
Kabupaten Maluku Barat Dava terdin dan :

2

Lampiran | Ringkasan Penjabaran APDD vang Diklasifikas
Menurut  Kelompok  dan Jems  Pendapatan,
Belanja, dan Pembiavaan,

Lampiran 11 Ringkasan Penjabaran APBD vang Diklasitikas
Menurut Urusan Pemonntah Daerah dan
Orpgamsasi,

Lampiran 11 Dattar Nama  Penenima, Alamat Penenma,dan
Besaran hbah,

Lampiran IV Daftar  Nama Penenima, Alamat  Peneruma,dan
Besaran Hantuan Sosial,

Lampuan V Dattar Nama Penenima, Alamat Penenima, dan
Besaran Bantuan Keuangan Hersafat Khusus,

Lampiran VI Daftar Nama Penenima, Alamat Penerima, dan
Hesaran belanja bag hasl;

Dipindai dengan CamScanner



7 Loampiran V1 anctan Dana Olonosan jchusus Menurut Urusan
| | Pemerintah Docinh, Orpanisast, Program,
Keptntan Sub o hegatan Kelompok, Jenis, Objel,
t|.ll; Kincian  Objele Pendapatan, Belanga  dan
Mernbaayaan,
8 Loampiran VI Rimeian DIESDA Pertambangan Minyalk DBumi
dan Pertanmbanpgan Gaos Alam /Tambahan DEH-
Minvale  dan  Gas o Huann Menurut  Urusan
l’«'llivlllnlﬂh Dacral, Orpanisian, Program,
Kegatan Sub Kegitan Kelompol, Jems, Objel,
dan Kimcian Objek Pendapatan, Belanja  dan
Pembiayann,

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahian lnllu.';mlf.hn.' Menurut
Urusan Pemerintah Dacrah, Orgamsasi, Program,
Kepiatan Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek,
dim Rincian Objek Pendapatan,  Belanja dan
Pembiayaan,

9. Lampiran X Sinkronisasi  Kebijakan  Pemenntah Provinsi

Kabupaten/Kota pada Dacrah Perbatasan Dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Bancangan
Perkadan  tenmtang  Penjabarab  APBD dengan
Program Prioritas Perbatasan Negara,

Pasal 23

Lampiran scbagimimana tersebut dalam Pasal 22 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dar Peraturan Bupati ini.,

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
Kerja  perangkat  daerah  sesuai

denpan ketentuan perundang-
undangan,

Pasal 25

p . sl tea® .

lul.llumn Bupati ini mulai berlaku pada tangpal diundangkan. Agar

sceliap orang, mengetahuinya, memerintahkan penpgundangan Peraturan
R . . . . 4 . . i . 3 ¢ «

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah

Dipindai dengan CamScanner
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

Lampiran |
Daya
Nomor
Tanggal

: Peraturan Bupati Maluku Barat

34 TAHUN 2021
31 Desember 2021

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 178.546.319.577
4.1.01 Pajak Daerah 69.644.861.958
4.1.01.06 Pajak Hotel 2.896.000.000
4.1.01.06.01 Pajak Hotel 1.448.000.000
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 1.448.000.000

4.1.01.06.07 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 1.448.000.000
4.1.01.06.07.0001 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 1.448.000.000
4.1.01.07 Pajak Restoran 9.056.000.000
4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 9.056.000.000
4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 9.056.000.000
4.1.01.08 Pajak Hiburan 513.824.000
4.1.01.08.07 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 513.824.000
4.1.01.08.07.0001 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 513.824.000

4.1.01.09 Pajak Reklame 3.160.750.000
4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 3.160.750.000
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 3.160.750.000
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 4.152.003.500
4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 4.152.003.500
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 4.152.003.500
4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 44.648.377.126
4.1.01.14.04 Pajak Batu Kapur 10.167.500.000

4.1.01.14.04.0001

Pajak Batu Kapur

10.167.500.000

4.1.01.14.23 Pajak Pasir dan Kerikil 9.719.639.790
4.1.01.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil 9.719.639.790
4.1.01.14.28 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) 14.815.302.000
4.1.01.14.28.0001 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) 14.815.302.000
4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 9.945.935.336
4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 9.945.935.336
4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 5.217.907.332
4.1.01.15.01 PBBP2 5.217.907.332
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 5.217.907.332
4.1.02 Retribusi Daerah 10.993.214.920
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 3.760.548.000

https://malukubaratdayakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?BCYe4VqVZ6QXHOmMut55DNYO06SgFvgFRmpR5b9qNeXKB14VmDCj5NLcEkKaB...
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

Lampiran |

Daya
Nomor
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: Peraturan Bupati Maluku Barat

34 TAHUN 2021
31 Desember 2021

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

TAHUN ANGGARAN 2022

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian Jumlah
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 370.116.000
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 370.116.000
4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 3.390.432.000
4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 3.390.432.000
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 5.068.666.920
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.605.417.000
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 2.259.817.000
4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 345.600.000

4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 1.755.080.000
4.1.02.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 1.755.080.000
4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 503.500.000
4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 503.500.000
4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 204.669.920
4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 204.669.920

4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 2.164.000.000
4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.000.000.000
4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1.000.000.000
4.1.02.03.02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 190.000.000
4.1.02.03.02.0001 Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 190.000.000
4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 24.000.000
4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 24.000.000
4.1.02.03.04 Retribusi Izin Usaha Perikanan 950.000.000
4.1.02.03.04.0001 Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan lkan 950.000.000
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.475.000.000
4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan 10.475.000.000
Modal pada BUMD
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
4.1.03.02.01 Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 4.485.000.000
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
4.1.03.02.01.0001 Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 4.485.000.000
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
4.1.03.02.03 Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) >990.000.000
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
4.1.03.02.03.0001 Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) >990.000.000
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 87.433.242.699
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 7.069.255.241

https://malukubaratdayakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?BCYe4VqVZ6QXHOmMut55DNYO06SgFvgFRmpR5b9qNeXKB14VmDCj5NLcEkKaB...
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TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian Jumlah
4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 7.069.255.241
4.1.04.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 7.069.255.241
4.1.04.05 Jasa Giro 10.484.252.193
4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 10.484.252.193
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 10.484.252.193
4.1.04.07 Pendapatan Bunga 22.339.178.682
4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 22.339.178.682
4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 22.339.178.682
4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 17.156.126.801
4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 8.412.429.095
4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 8.412.429.095
4.1.04.08.02 Tu'ntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 8.743.697 706

Pejabat Lain
4.1.04.08.02.0001 Tu'ntutan Qanti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 8.743.697 706
Pejabat Lain
4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 14.462.092.703
4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 14.462.092.703
4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 14.462.092.703
4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 100.000.000
4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 100.000.000
4.1.04.13.01.0011 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 100.000.000
410418 Et::js:tzt:r_}iIrD];E:tKPaep;L';ar:;?;l?;)n Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas 15.822.337.079
4.1.04.18.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 15.822.337.079
4.1.04.18.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 15.822.337.079

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 871.863.299.752
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 848.204.719.000
4.2.01.01 Dana Perimbangan 752.199.772.000
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 17.377.686.000
4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 5.277.159.000
4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 2.718.008.000
4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 953.675.000
4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 5.709.422.000
4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 800.596.000

4.2.01.01.01.0013

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan

1.918.826.000

https://malukubaratdayakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?BCYe4VqVZ6QXHOmMut55DNYO06SgFvgFRmpR5b9qNeXKB14VmDCjSNLcEkKaB...  3/18
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4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 532.204.473.000
4.2.01.01.02.0001 DAU 532.204.473.000
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 128.596.058.000
4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 237.871.000
4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 5.937.473.000
4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 8.058.662.000

4.2.01.01.03.0013

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar

1.465.047.000

4.2.01.01.03.0015

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian

6.409.460.000

4.2.01.01.03.0016

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB

629.072.000

4.2.01.01.03.0018

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

1.302.714.000

4.2.01.01.03.0026

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)

153.499.000

4.2.01.01.03.0027

DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya

4.125.345.000

4.2.01.01.03.0031

DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan
Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian

5.713.168.000

4.2.01.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 5.410.000.000
4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 10.617.748.000
4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 36.592.471.000
4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 5.977.354.000
4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 5.083.429.000

4.2.01.01.03.0052

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan

19.469.921.000

4.2.01.01.03.0054

DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler

11.412.824.000

4.2.01.01.04

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

74.021.555.000

4.2.01.01.04.0001

DAK Non Fisik-BOS Reguler

46.160.689.000

4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 27.037.293.000
4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 402.873.000
4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 420.700.000

4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 1.724.898.000
4.2.01.02.01 DID 1.724.898.000
4.2.01.02.01.0001 DID 1.724.898.000
4.2.01.05 Dana Desa 94.280.049.000
4.2.01.05.01 Dana Desa 94.280.049.000
4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 94.280.049.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 23.658.580.752
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 23.658.580.752

https://malukubaratdayakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?BCYe4VqVZ6QXHOmMut55DNYO6SgFvgFRmpR5b9qNeXKB14VmDCjSNLcEkKaB...  4/18
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4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 23.658.580.752
4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 4.348.375.407
4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2.411.370.129
4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 12.442.966.758
4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 34.198.528

4.2.02.01.01.0005

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

4.421.669.930

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.000.000.000
4.3.01 Pendapatan Hibah 1.000.000.000
4.3.01.02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 1.000.000.000
4.3.01.02.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 1.000.000.000

4.3.01.02.01.0001

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah

1.000.000.000

Jumlah Pendapatan

1.051.409.619.329

5 BELANJA

5.1 BELANJA OPERASI 641.523.195.679
5.1.01 Belanja Pegawai 286.849.505.904
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 209.958.906.136
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 155.519.814.122
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 146.863.670.122

5.1.01.01.01.0002

Belanja Gaji Pokok PPPK

8.656.144.000

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 14.504.120.235
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 14.504.120.235
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.729.891.602

5.1.01.01.03.0001

Belanja Tunjangan Jabatan PNS

5.729.891.602

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 8.093.087.660
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 8.093.087.660
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 4.986.584.100
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 4.354.624.100
5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 631.960.000

5.1.01.01.06

Belanja Tunjangan Beras ASN

10.551.314.328

5.1.01.01.06.0001

Belanja Tunjangan Beras PNS

9.809.154.168

5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 742.160.160
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 967.493.722
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 938.339.877

https://malukubaratdayakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?BCYe4VqVZ6QXHOmMut55DNYO06SgFvgFRmpR5b9qNeXKB14VmDCj5NLcEkKaB...
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5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 29.153.845
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 8.274.483
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.189.083
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 85.400
5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 7.346.104.112
5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 6.975.422.240
5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 370.681.872
5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 401.270.475
5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 383.462.379
5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 17.808.096

5.1.01.01.11

Belanja luran Jaminan Kematian ASN

1.156.951.297

5.1.01.01.11.0001

Belanja luran Jaminan Kematian PNS

1.103.529.937

5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 53.421.360
5.1.01.01.14 Belanja Tunjangan Khusus 694.000.000
5.1.01.01.14.0001 Belanja Tunjangan Khusus 694.000.000
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 40.607.833.672
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 13.491.171.436

5.1.01.02.01.0001

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

12.491.171.436

5.1.01.02.01.0002

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK

1.000.000.000

5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 865.515.000
5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 865.515.000
5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 4.572.000.000
5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 2.364.000.000
5.1.01.02.04.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK 2.208.000.000

5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 21.679.147.236
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 21.679.147.236
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.141.581.000
5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 10.781.277.000
5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 10.781.277.000
5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 7.847.757.000
5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 7.847.757.000

5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 1.191.750.000
5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 1.191.750.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.320.797.000
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5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.288.727.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.032.070.000
5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 11.216.530.542
5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 456.290.000
5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 456.290.000
5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 63.180.600
5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 63.180.600
5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 71.160.800
5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 71.160.800
5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 45.129.000
5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 45.129.000
5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 659.370.500
5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 659.370.500
5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 89.244.100
5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 89.244.100
5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 331.200.000
5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 331.200.000
5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 2.520.000.000
5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 2.520.000.000
5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 630.000.000
5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 630.000.000
5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 28.000
5.1.01.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 28.000
5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 3.302.527.549
5.1.01.04.12.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 15.434.118
5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 1.083.096
5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 3.249.288
5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 3.282.761.047
5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 2.951.000.000
5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 2.951.000.000
5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 97.399.993
5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 97.399.993
5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 186.551.554
5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 62.790.000
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5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 62.790.000
5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 8.790.600
5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 8.790.600
5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 97.780.000
5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 97.780.000
5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.111.040
5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.111.040
5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.170.250
5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.170.250
5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.400
5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.400
5.1.01.05.07 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 7.384.104
5.1.01.05.07.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 7.384.104
5.1.01.05.08 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 131.040
5.1.01.05.08.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 131.040
5.1.01.05.09 Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH 393.120
5.1.01.05.09.0001 Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH 393.120
5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 601.600.000
5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000
5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000
5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 400.000.000
5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 400.000.000

5.1.01.88 Belanja Pegawai BOS 2.136.503.000
5.1.01.88.88 Belanja Pegawai BOS 2.136.503.000
5.1.01.88.88.8888 Belanja Pegawai BOS 2.136.503.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.071.047.731
5.1.02.01 Belanja Barang 86.160.865.225
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.160.865.225
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 291.685.000
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 51.800.000

5.1.02.01.01.0004

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

5.592.608.000

5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 29.775.000
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.922.784.330
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 752.437.600
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5.1.02.01.01.0024

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

6.241.070.116

5.1.02.01.01.0026

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

4.961.206.001

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 956.061.000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 634.986.961
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 255.020.000
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6.304.312.784
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 847.067.765
5102.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan 15.057.716.000

kepada Masyarakat

5.1.02.01.01.0040

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
Lainnya

20.123.236.168

5.1.02.01.01.0051

Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya

3.644.600.000

5.1.02.01.01.0052

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.116.151.700

5.1.02.01.01.0053

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

3.163.500.000

5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 459.991.800
5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 14.000.000
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.353.655.000
5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 951.000.000
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0
5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakaian Teknik 103.950.000
5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 20.000.000
5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 350.000.000
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 462.250.000
5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 500.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa 112.801.621.896
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.689.075.248
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.796.110.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.256.240.000
5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 245.600.000
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 11.692.000.000
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 35.800.000
51.02.02.01.0008 g::(;;a:]r;rlr;;ircvgsg){ssunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi 158.376.000
5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota 200.000.000
5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 792.711.000
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5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 40.000.000
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4.276.051.703
5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 673.000.000
5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.000.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 44.134.845.000
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 633.000.000
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 696.600.000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 756.980.000
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 36.500.000
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 45.000.000
5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 36.500.000
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 599.948.000
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 119.855.000
5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 85.000.000
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 352.794.000
5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 144.038.400
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa lklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 813.794.000
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 674.753.000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.277.945.924
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.177.850.000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 842.378.363
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 484.909.883
5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 75.661.500
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 975.790.875
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.242.042.600
5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 307.000.000
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi 11.799.242.483
5.1.02.02.02.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.111.199.043
5.1.02.02.02.0005 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.688.043.440
5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 100.000.000
5.1.02.02.03.0019 Belanja Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang 100.000.000
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.645.475.000
5.1.02.02.04.0018 Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya 100.000.000
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 618.250.000
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5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 3.010.600.000
5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 41.000.000
5.1.02.02.04.0143 Belanja Sewa Alat Komunikasi Sosial 3.000.000
5.1.02.02.04.0148 Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya 1.802.625.000
5.1.02.02.04.0202 Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 15.000.000
5.1.02.02.04.0507 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air 2.000.000
5.1.02.02.04.0508 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Udara 2.000.000
5.1.02.02.04.0509 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya 51.000.000
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 747.300.000
5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 78.300.000
5.1.02.02.05.0037 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 549.000.000
5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 120.000.000
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 540.000.000
5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 175.000.000
5 102.02.08.0019 Ezl:;ian;sisgjgsgltansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi 165.000.000
5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 200.000.000
5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 9.552.000.000
5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 9.252.000.000
5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 100.000.000
5.1.02.02.11.0003 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 200.000.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.728.529.165
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 237.050.000
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 627.000.000
5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 864.479.165
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.847.634.634
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.725.079.000
5.1.02.03.02.0040 gglr:ii;re?heljllziraan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan 19.500.000
5.102.03.02.0043 gealgrj[jaBePrergwoilci)l;aL:i:Qat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan 3.599 422 000
5.102.03.02.0052 i(:)lj:j; ;:rrrr;ilif:;rf:i:[;’-\ylzt Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan 40.480.000
5102.03.02.0117 E:ils:ia; Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 1.052.777.000
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5.1.02.03.02.0132

Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan
Studio Audio

12.900.000

5.1.02.03.03

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

3.122.555.634

5.1.02.03.03.0010

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Tempat Pendidikan

935.000.000

5.1.02.03.03.0030

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Tempat Kerja Lainnya

1.805.095.634

5.1.02.03.03.0050

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-
Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya

382.460.000

5.1.02.04

Belana Perjalanan Dinas

95.931.261.661

5.1.02.04.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

95.931.261.661

5.1.02.04.01.0001

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

95.931.261.661

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

5.1.02.05 Lain/Masyarakat 6.944.550.000
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.922.500.000
5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 6.922.500.000
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22.050.000
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 22.050.000
5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 9.385.114.315
5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 9.385.114.315
5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 9.385.114.315
5.1.03 Belanja Bunga 13.648.316.772
5.1.03.04 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 13.648.316.772
5.103.04.02 :EI:/ln,{Ia_Jzt:]r;iz L;/::gnl;igwaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- 13.648.316.772
51.03.04.02.0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- 13.648.316.772

BUMN-Jangka Menengah

5.1.05 Belanja Hibah 21.954.325.272

5 105.05 Belanja Hibah kgpada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan 21557 855.000
Hukum Indonesia

5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial 11.880.535.000

yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

5.1.05.05.01.0001

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan
Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

11.880.535.000

5.1.05.05.02

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah
Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

7.587.820.000

5.1.05.05.02.0001

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

7.587.820.000

https://malukubaratdayakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?BCYe4VqVZ6QXHOmMut55DNYO06SgFvgFRmpR5b9qNeXKB14VmDCjSNLcEkKaB... 12/18
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Lampiran | : Peraturan Bupati Maluku Barat

Daya

Nomor : 34 TAHUN 2021

Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Jumlah
5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial 2 089.500.000
Kemasyarakatan

5 1.05.05.03.0001 Ezlrir;j:y:r;b;aklaunang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial 2089.500.000
5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 396.470.272
5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 396.470.272
5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 396.470.272
5.2 BELANJA MODAL 480.422.337.189
5.2.01 Belanja Modal Tanah 508.500.000
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 508.500.000
5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 508.500.000
5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 508.500.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.539.047.863
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 3.162.250.000
5.2.02.01.02 Belanja Modal Alat Besar Apung 162.250.000
5.2.02.01.02.0005 Belanja Modal Mesin Proses Apung 162.250.000
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 3.000.000.000
5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 3.000.000.000
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 11.183.787.000
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 9.783.787.000
5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 229.800.000
5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 2.686.942.000
5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 882.825.000
5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 784.220.000
5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 200.000.000
5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 5.000.000.000
5.2.02.02.03 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 1.400.000.000
5.2.02.02.03.0003 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus 1.400.000.000
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 54.326.000
5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 36.950.000
5.2.02.03.02.0012 Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam 36.950.000
5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 17.376.000
5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 17.376.000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.696.356.000
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 12.971.771.250

https://malukubaratdayakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?BCYe4VqVZ6QXHOmMut55DNYO06SgFvgFRmpR5b9qNeXKB14VmDCjSNLcEkKaB... 13/18
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Kode Uraian Jumlah
5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 203.124.100
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12.768.647.150
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.623.563.750
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.636.623.610
5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 245.560.000
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 780.060.000
5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 13.152.500
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 948.167.640
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 101.021.000
5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 42.906.000
5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 58.115.000
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.423.274.160
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1.243.820.500

5.2.02.06.01.0001

Belanja Modal Peralatan Studio Audio

1.025.840.500

5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 17.500.000
5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 200.480.000
5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 179.453.660
5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 99.453.660
5.2.02.06.02.0002 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB 80.000.000
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 6.301.991.845
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.097.215.700
5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1.888.215.700
5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 3.209.000.000

5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 1.204.776.145
5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 1.204.776.145
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 398.207.450
5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 129.160.000
5.2.02.08.01.0058 Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan 129.160.000
5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 269.047.450
5.2.02.08.03.0003 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 103.450.000
5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 20.577.450
5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 145.020.000
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.865.850.776
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 2.804.964.000
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Kode Uraian Jumlah
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 2.804.964.000
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11.060.886.776
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 776.721.550
5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 921.000.000

5.2.02.10.02.0005

Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya

9.363.165.226

5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 2.344.691.132
5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur 2.344.691.132
5.2.02.13.01.0002 Belanja Modal Sumur Pemboran 300.000.000
5.2.02.13.01.0003 Belanja Modal Sumur Lainnya 2.044.691.132
5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 267.635.000
5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 267.635.000
5.2.02.15.03.0001 Belanja Modal Alat Penolong 117.635.000
5.2.02.15.03.0002 Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian 150.000.000
5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 5.840.678.500
5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 5.840.678.500
5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 5.840.678.500
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 98.282.916.761
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 95.743.576.827
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 89.066.410.266

5.2.03.01.01.0001

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

11.930.189.647

5.2.03.01.01.0006

Belanja Modal Bangunan Kesehatan

7.559.281.909

5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 422.072.505
5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 8.205.253.373
5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 41.930.000.000
5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 75.000.000
5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 878.090.110
5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 921.799.350

5.2.03.01.01.0036

Belanja Modal Taman

13.579.802.832

5.2.03.01.01.0037

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

3.564.920.540

5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 6.677.166.561
5.2.03.01.02.0002 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 272.348.253
5.2.03.01.02.0009 Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses Penggolongan 5.920.818.308
5.2.03.01.02.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 484.000.000
5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 2.539.339.934

https://malukubaratdayakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?BCYe4VqVZ6QXHOmMut55DNYO06SgFvgFRmpR5b9qNeXKB14VmDCjSNLcEkKaB... 15/18



4/4/22, 3:24 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

Lampiran | : Peraturan Bupati Maluku Barat
Daya
Nomor : 34 TAHUN 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian Jumlah
5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 2.539.339.934
5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 2.539.339.934
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 311.669.317.305
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 284.555.292.030
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 263.397.916.980
5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 263.397.916.980

5.2.04.01.02

Belanja Modal Jembatan

21.157.375.050

5.2.04.01.02.0003

Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten

1.050.000.000

5.2.04.01.02.0013

Belanja Modal Jembatan Lainnya

20.107.375.050

5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 14.523.612.973
5.2.04.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut 7.612.489.641
5.2.04.02.02.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut 7.612.489.641
5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 6.498.752.799
5.2.04.02.06.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 690.098.798
5.2.04.02.06.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku 5.808.654.001
5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 412.370.533
5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 412.370.533
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 12.590.412.302
5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 7.761.412.302
5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 7.761.412.302
5.2.04.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 4.829.000.000
5.2.04.03.02.0001 Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik 4.829.000.000
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.422.555.260
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 1.311.532.960
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 1.311.532.960

5.2.05.01.01.0001

Belanja Modal Buku Umum

1.178.532.960

5.2.05.01.01.0008 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 33.000.000
5.2.05.01.01.0011 Belanja Modal Buku Laporan 100.000.000
5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 5.000.000
5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 5.000.000
5.2.05.02.01.0003 Belanja Modal Alat Peraga Kesenian 5.000.000
5.2.05.05 Belanja Modal Tanaman 22.500.000
5.2.05.05.01 Belanja Modal Tanaman 22.500.000
5.2.05.05.01.0001 Belanja Modal Tanaman 22.500.000
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Kode Uraian Jumlah
5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 3.540.908.800
5.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 3.540.908.800
5.2.05.08.01.0005 Belanja Modal Software 55.000.000
5.2.05.08.01.0006 Belanja Modal Kajian 125.908.800
5.2.05.08.01.0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya 3.360.000.000
5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 542.613.500
5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 542.613.500
5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 542.613.500
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 32.376.590.268
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 32.376.590.268
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 32.376.590.268
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 32.376.590.268
5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 32.376.590.268

5.4 BELANJA TRANSFER 174.042.853.276
54.02 Belanja Bantuan Keuangan 174.042.853.276
5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 174.042.853.276
5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada 174.042.853.276
Desa
5.4.02.05.01.0001 IE;e(;Isa:Ja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada 174.042.853.276
Jumlah Belanja 1.328.364.976.412
Total Surplus/(Defisit) (276.955.357.083)
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 284.250.000.000
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 284.250.000.000
6.1.04.04 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 284.250.000.000
6.1.04.04.02 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka 284.250.000.000
Menengah
6.1.04.04.02.0001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka 284.250.000.000
Menengah
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 284.250.000.000
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.294.642.917
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 7.294.642.917
6.2.03.04 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 7.294.642.917
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6.2.03.04.02 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka 7204642917
Menengah
6.2.03.04.02.0001 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka 7294642917
Menengah
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 7.294.642.917
Pembiayaan Netto 276.955.357.083

Bupati Maluku Barat Daya

Benyamin Th. Noach, ST
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